BABV
PENUTUP
5.1Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-
XXI/2023 tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan perdebatan hukum, politik,
dan sosial di Indonesia. Putusan ini mengubah ketentuan batas usia
minimal calon presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya 40
tahun menjadi lebih fleksibel dengan memperhitungkan pengalaman
kepemimpinan dalam jabataf ‘publik yang dipilih melalui pemilihan

umuim.

Dari persp tusan ini memiliki nilai

positif dalam me gi pemimpin muda yang
kompeten untuk bé erintahan. Namun, di sisi

lain, terdapat pote

kekuasaan UfNamW(BTONu)OEpendenﬂ lembaga
peradilan. Dalam konr_sﬁﬁJAN Ga negara Islam, penerapan

maslahah mursalah harus selalu mempertimbangkan kepentingan

gan dan penyalahgunaan

umum, keadilan, dan keseimbangan dalam sistem hukum yang
berlaku.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perdebatan
terkait ~apakah =~ Mahkamah  Konstitusi telah  melampaui
kewenangannya dengan menciptakan norma baru yang seharusnya
menjadi ranah legislasi. Selain itu, isu etika dan independensi hakim
MK menjadi perhatian utama dalam keputusan ini, karena adanya
dugaan intervensi politik yang dapat mengurangi kepercayaan publik
terhadap MK sebagai lembaga peradilan konstitusional. Secara

keseluruhan, perubahan kebijakan yang dihasilkan dari putusan MK
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ini berpotensi membawa dampak signifikan terhadap sistem
presidensial Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang
ketat agar implementasi keputusan ini tetap berada dalam koridor
kepentingan publik dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan

kelompok tertentu.

5.2Saran

1. Untuk Mahkamah

KonstitusiSebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi
harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat
berimplikasi pada tatanan hukum dan politik nasional. Menjaga
independensi dan integritasidalamysetiap putusan, serta menghindari

potensi konflik kepen'ti’

n‘“ dapat menurunkan kredibilitas

1jjakan Yang berkaitan dengan batas

institusi peradilan

2. Untuk Pemerintah

Melakukan evaluasi

usia calon ple}m 1WIM)18i®N$}@1tnempertimbangkan
berbagai aspek hukunPﬂlﬁANGamokrasi. Menyusun regulasi

yang lebih jelas dan tidak membuka celah bagi penyalahgunaan

wewenang oleh pihak-pihak tertentu.

3. Untuk Akademisi dan Masyarakat

Masyarakat dan akademisi perlu berperan aktif dalam mengawal
kebijakan dan putusan hukum yang berpengaruh terhadap demokrasi
di Indonesia. Kajian lebih lanjut mengenai penerapan maslahah
mursalah dalam hukum tata negara dapat dikembangkan agar prinsip

ini lebih relevan dalam sistem hukum modern.
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